[ PERBAIKAN PERMOHONAN |
NO. .lﬁ.‘é.lPUU~..>.$>.€.L...-......!20 22

R0 PR Jakarta, 24 Oktober 2023

i Jam 20083 LW Cug eu}n\\
Kepada Yth, - : = ]

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta

Hari

Hal  : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 (UUD 1945)

Dengan hormat,

Perkenankan saya yang bertandatangan di bawah ini, Yoshua Adhinugraha M., beralamat di JI.
Panjang No. 68, RT 019/RW 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023
bertindak untuk dan atas Pemohon:

9

Nama : Cecilia Soetanto

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kota Wisata Cluster Livingston SD2 No. 2, Kclurahan Wanaherang,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

No. HP 0818 277 277

E-mail : cecilia.ptun@gmail.com

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 55 Undang-undang Nomor 51
tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanva dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara”

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
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2. Bahwa Pasal 24C ayat [1] UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum.”

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir vang putusannya bersifat final uniuk: a.
Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara
republik Indonesia tahun 1945.”

4. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi (UU MK) menyatakan:

“"Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.”

5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, scbagaimana diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a.
Menguji  undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

6. Bahwa seclanjutnya dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang Pasal 1 ayat (3) di mana discbutkan:

“Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang disebut
PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana vang dimaksud dalam UUD
1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
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Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  (Perpu) sebagaimana  yang
dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi
(the guardian of the constitution) sehingga, bila terdapat undang-undang
(sebagian atau seluruhnya) yang dinilai bertentangan dengan konstitusi,
Mahkamah Konstitusi dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat baik sebagian maupun seluruhnya.

8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang
menafsirkan undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi, hal
mana tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang
tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpretation of the
constitution) yang memiliki kekuatan hukum, dengan demikian terhadap pasal-
pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula
dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya discbut PMK) menyatakan:

1. Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):

“.....adalah Undang-undang dan Perppu.”
2. Pengujian Materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4):

“Pengujian materil adalah pengujian berkenan dengan materi
muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang
atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945

10. Bahwa dalam permohonan Perkara pengujian materil Undang-undang terhadap
UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan putusan
scbagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK:

“Putusan Mahkamah Konstitusi vang amar putusannya
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayai,
pasal, dan/atau  bagian undang-undang tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf “c” PMK Nomor 2 Tahun 2021:
Ayat (1):

“Amar putusan untuk pengujian materil: c¢. Dalam hal
permohonan  pemohon  beralasan  menurut  hukum: (1)
mengabulkan permohonan pemohon sebagian/seluruhnya, (2)
menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, (3) memerintahkan
pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.”

Bahwa sclain itu, sesuai Pasal 45 A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan UU MK Nomor 24 Tahun 2003, terdapat kemungkinan bagi MK
untuk membuat putusan wltra petita:

“Putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak
diminta oleh pemohon atau melewati permohonan pemohon,
kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok
permohonan.”

Bahwa permohonan Pemohon @ quo adalah permohonan pengujian
konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 55 Undang-undang Nomor 51
tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan a quo adalah ‘Undang-
Undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasall Angka 3 dan Pasal 7 ayat (1)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6801).

Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menentukan:

“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pecrubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 3
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), mengatur
bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga ncgara yang
melakukan kckuasaan kechakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan
pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD
1945;
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17. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan

pemohon a guo.

11. Kedudukan Hukum Pemohon

1.

Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang
harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah
mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang vang
mempunyal kepentingan sama),

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat
yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:

1. terpenuhinva kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
2. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang
dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa se¢jak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IIT/2005 tanggal 31
Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan sclanjutnya, Mahkamah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. Adanva hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang

diberikan oleh UUD 1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;

c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
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5. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016
bahwa menurut Mahkamah:

“..Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada
kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal
dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda
dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama
dengan prinsip vang terdapat dalam Reglement op de
Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan
bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum' (no action without
legal connection).

Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat
kedudukan hukum (legal standing) scbagaimana termuat dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IIT/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September
2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan scbab-akibat (causal verband)
antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

6. Bahwa Pemohon (Ibu Cecilia Soctanto) adalah Perorangan Warga Negara
Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, yang di
dalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan [Vide Bukti P-1]
scbagaimana persyaratan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (UU RI Nomor 24
Tahun 2003.

7. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK telah memenuhi lima syarat, yaitu:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945. Pemohon dalam hal ini adalah perorangan
warga negara Indonesia schingga sesuai UUD 1945 memiliki hak
dan/atau kewenangan konstitusional yaitu untuk memperoleh Kepastian
Hukum yang adil (Asas Kepastian Hukum). Bahwa sclain Ketentuan
Pasal 55 Undang- Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terscbut menghalangi upaya
Pemohon untuk memperoleh keadilan (Asas Keadilan Hukum) seperti
yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial....

Dan juga Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
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b.

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manjaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian. Bahwa oleh karena berlakunya Pasal 55 Undang-undang
Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang
berbunyi:

“Gugatan dapat digjukan hanya dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumbkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara”

Gugatan Pemohon seperti yang tertuang dalam Putusan PTUN No.
150/G/2023/PTUN.JKT menjadi ditolak, dengan diterimanya eksepsi
Tergugat dan Tergugat 1l (dalam kasus tersebut). Dalam hal ini
intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diterima
oleh hakim PTUN dan Gugatan Pemohon @ guo menjadi tidak dapat
diterima.

Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa adanya Putusan PTUN No.
150/G/2023/PTUN.JKT menunjukkan adanya kerugian konstitusional
yang aktual. Untuk memperjelas konteks yang terjadi, Pemohon akan
menyampaikan kronologi perkara akibat adanya KTP Ganda, Akta
Kematian Ganda, dan Keterangan Waris Ganda atas 1 (satu) orang
yang sama sebagai berikut ini (catatan: Putusan Pengadilan tidak
dicantumkan kecuali yang terkait erat dengan kasus a guo karena sifat
Mahkamah Konstitusi yang tidak menangani permohonan kasus
konkret namun yang bersifat norma):

1940 | Robert Tan Bing Sioe alias
Robert Soctanto lahir di
Djombang pada 20 Maret
1940, anak dari Tan Sui Pan
yang lahir di Formosa (Vide
Bukti P-2)

1973 | Carolyn Soetanto lahir di
Jakarta, 31 Maret 1973 (Vide
Bukti P-3)

1975 | Cecilia Soetanto lahir di |
Jakarta, 27 Oktober 1975
(Vide Bukti P-4)

1983 | Robert  Soectanto  menikah
dengan Ester di Jakarta tanggal
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27 Agustus 1983 (Vide Bukti
P-5)

1993

Carolyn dan Cecilia Soctanto
telah diakui sebagai anak dan
tercatat dalam Kartu Keluarga
sebagai anak (Vide Bukti P-6)

Buku Nikah R. Soctanto
dengan Yetty dimana R.
Soctanto  ditulis  lahir di
Surabaya tanggal 20 Maret

1942 (Vide Bukti P-7)

2009

Robert Soetanto meninggal
pada 19 Juni 2009, merupakan
anak dari Tan Sui Pan dan Poci
Djie Nio (Vide Bukti P-8)

Raden Soetanto meninggal
pada 19 Juni 2009, merupakan
anak dari Willy dan Muliati,
lahir di Surabaya, 20 Maret
1942 (Vide Bukti P-9)

Sertifikat Medis tertanggal 19 Juni 2009 oleh dr. Rudolf (Vide

Bukti P-10) atas 2 nama terscbut.

Robert Soetanto dimakamkan
tanggal 22 Juni 2009 (Vide
Bukti P-11)

Surat Pernyataan Waris
tertanggal 2 Juli 2009, Yetty
menyatakan sebagai istri dari
perkawinannya dengan Drs. R.
Soetanto dengan tidak
dikaruniai anak, dan
menyatakan  sebagai  satu-
satunya ahli waris dari Drs. R.
Soctanto (Vide Bukti P-12)

Keterangan Hak Mewaris
Notaris Hilda Sari Gunawan
tertanggal 12 Agustus 2009
(Vide Bukti P-13)

2010

Pada 23 Maret 2010 terbitlah
Putusan Pengadilan Agama
Tasikmalaya No.
1699/Pdt.G/2009/PA. Tsm

yang membatalkan
perkawinan  Yetty  Susna
dengan Robert Soctanto yang
dilaksanakan 15 Mei 1993

Pada 30 September 2010
terbitlah Putusan Pengadilan
Tinggi  Agama  Bandung
Nomor
155/Pdt.G/2010/PTA.Bdg
yang menyatakan
membatalkan Putusan
Pengadilan agama
Tasikmalaya No

1699/Pdt.G/2009/PA.Tsm
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2011 Pada 22 Descmber 2011
terbitlah  Putusan  Nomor
220/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst
yang menerima EBksepsi dari
Tergugat I, II, dan IV (Caroly,
Cecilia, dan Jayadi), dan
menyatakan gugatan
Penggugat (Yetty) tidak dapat

S | diterima B
2012 | Pada 24 Mei 2012 terbitlah
Putusan Perkara No.
506/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR
mengabulkan gugatan para
penggugat  (Carolyn-Cecilia
Soctanto) untuk  scbagian,
menyatakan para penggugat
anak dan ahli waris yang sah
dari Alm. Robert Soctanto 7 P |

2013 Pada 2 Januari 2013 terbitlah
Putusan Perkara No.
135/PDT.G/2012/PNJKT.PST,
dimana putusannya dinyatakan
gugatan Yetty tidak dapat
diterima
Pada 29 Mei 2013 terbitlah
Putusan Kasasi Perkara No.
125 K/Ag/2013 yang
menguatkan putusan

Pengadilan Tinggi Agama.
2014 | Pada 27 Agustus 2014  terbitlah  Putusan  No.
584/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR yang menyatakan Para Tergugat
(Yetty, Carolyn, dan Cecilia) adalah ahli waris yang sah dari
Alm. Drs. Robert Soetanto
2016 | Pada 31 Agustus 2016
terbitlah Putusan Perkara No.
67 PK/Ag/2016 yang menolak
permohonan PK  Cecilia
Soctanto Pada 27 Oktober 2016 terbitlah
Putusan Perkara No.
384/PDT/2016/PT.DKI  yang
menyatakan gugatan
Terbanding semula Penggugat
(Henry Soectanto) tidak dapat
_diterima (NO) |
Pada 9 Januari 2018 terbitlah

2018 Putusan No.
110/Pdt.G/2017/PN.Cbi  yang
menyatakan gugatan
Penggugat (Yetty) tidak dapat
diterima (NO)

Halaman 9 dari 24



Pada 15 Oktober 2018
terbitlah Putusan Perkara No.
530/Pdt/2018/PT.DKI  yang

diajukan Cecilia menguatkan
Putusan Perkara No.
135/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
(gugatan Yetty tidak dapat
diterima)

2021

2023

‘Pada 17 Maret 2021 terbitlah

Putusan No.
391/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt
yang menyatakan

mengabulkan Eksepsi Tergugat
(Yetty), menyatakan gugatan
Para  Penggugat (Carolyn-
Cecilia) tidak dapat diterima.

Pada 27 Oktober 2021 terbitlah

Putusan No.
482/PDT/2021/PT.DKI  yang
menyatakan menguatkan

putusan PN Jakarta Barat No.
391/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt
yang menyatakan
mengabulkan Eksepsi Tergugat
(Yetty), menyatakan gugatan
Para Penggugat (Carolyn-
Cecilia) tidak dapat diterima.

Pada 11 Januari 2023 terbitlah

Putusan No.
444/Pdt.G/2022/PN  Jkt Brt
yang menyatakan

mengabulkan ckscpsi Tergugat
(Yetty)

Pada 9 Agustus 2023 terbitlah
Putusan No.
150/G/2023/PTUN.JKT  yang
menyatakan cksepsi Tergugat
mengenai  tenggang  waktu
mengajukan gugatan diterima,

Majelis Hakim berpendapat
Para Penggugat (Carolyn-
Cecilia) sudah mengetahui

surat keputusan
yang menjadi objek sengketa a
quo pada tahun 20009.
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8.

Bahwa akibat penerapan Pasal tersebut diatas, terjadi kerugian bukan saja
bagi Pemohon, tetapi membebani sistem peradilan di Indonesia karena
menambah tumpukan perkara yang harus diputus oleh berbagai
pengadilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan juga
Pengadilan Tata Usaha Negara.

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
Dalam hal ini karena adanya Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi:

“Gugatan dapat digjukan hanya dalam tenggang waktu
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
divmumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara™

Bahwa dikarenakan adanya pasal tersebut, Gugatan Pemohon seperti
yang tertuang dalam Putusan PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT
menjadi ditolak. Dalam pertimbangan hakim pada Putusan PTUN
diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat (Pemohon a guo)
sudah mengetahui surat keputusan yang menjadi objek sengketa a guo
pada tahun 2009 schingga melewati ketentuan tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari dalam Pasal 55 UU PTUN.,

¢. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka gugatan
pemohon yang sempat ditolak sesuai Putusan PTUN No.
150/G/2023/PTUN.JKT dapat diajukan kembali schingga Hak
Pemohon untuk memperolch Kepastian Hukum yang adil (Asas
Kepastian Hukum) dan memperoleh keadilan (Asas Keadilan Hukum)
dapat terpenuhi.

Bahwa Kuasa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dapat
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, yang di dalamnya tercantum Nomor
Induk Kependudukan [Vide Bukti P-14] sebagaimana persyaratan dalam Pasal
51 ayat (1) UU MK (UU RI Nomor 24 Tahun 2003). Kuasa Pemohon dalam hal
ini adalah kuasa dari Ibu Cecilia Soctanto, yang walaupun bukanlah merupakan
scorang advokat, scperti yang pernah dibahas oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo
yang pernah memberi materi dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat
(PKPA) IT yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Jakarta
Barat bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya, pada Jumat 18 November 2022 di Jakarta yang menyatakan,
bahwa:

"Beracara di MK tidak harus advokat, tetapi kalau di peradilan lain
harus advokat. Hakim biasanya menanyakan kartu anggota,
sedangkan di MK hal-hal demikian tidak ada. Meskipun yang
beracara di MK sebagian besar adalah para advokat karena mereka
dipandang mengetahui hukum acara”
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9. Bahwa Pemohon mengetahui, bahwa agar tidak terjadi adanya ne bis idem, perlu
dijabarkan dahulu perbedaan kasus ini dengan 4 (empat) permohonan lain yang
berhubungan dengan kasus @ guo dan sudah ditolak MK. Masalah jangka waktu
daluarsa Gugatan ke PTUN telah diajukan judicial review sebanyak 4 (empat)
kali ke Mahkamah Konsitusi (MK RI), namun MK dengan konsisten
menyatakan ketentuan jangka waktu merupakan hal yang konstitusional, lebih
dari itu, bahkan menjaga cita-cita kepastian hukum dalam ranah administrasi
(rechtzakerheid), scbagai berikut:

1. Putusan perkara No. 1/PUU-V/2007

d.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan
tidak mengetahui adanya ketentuan tenggang waktu untuk
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
Mahkamah berpendapat bahwa setiap undang-undang yang
menyangkut  keputusan/penctapan  tata  usaha  negara
(beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu
tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian
hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penctapan terscbut
sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat
di pengadilan. Scbagai perbandingan dalam sengketa hasil
pemilihan umum di Mahkamah pun dikenal adanya ketentuan
tenggang waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Ayat (3)
UU MK Bagian Kesebelas, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
yang berbunyi, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam
jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat)
jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penctapan
hasil pemilihan umum secara nasional”. Bahkan dalam UUD
1945 juga dikenal ketentuan tenggang waktu seperti termuat
dalam Pasal 7B Ayat (6) yang berbunyi, “Majclis
Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling
lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat
menerima usul terscbut;”

Menimbang pula bahwa terhadap dalil Pemohon yang
menyatakan tidak mengetahui adanya ketentuan undang-undang
yang diberlakukan, dan adanya tcori fiksi (adagium) yang olch
Pemohon dianggap tidak adil, Mahkamah berpendapat bahwa
teori fiksi (adagium) itu justru diperlukan untuk kepastian
hukum (rechtszekerheid). Menurut teori  fiksi (adagium)
tersebut, sctiap orang dianggap tahu undang-undang (iedereen
wordt geacht de wet te kennen). Ketidaktahuan sescorang akan
undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf (ignorantia
iuris neminem excusat). Lagi pula, undang-undang dibuat oleh
rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat
yang dibahas bersama dan mendapat persctujuan bersama
Pemerintah. Oleh karena sudah diundangkan, maka setiap orang
dianggap mengetahui undang-undang tersebut. Bahwa sesudah
diundangkan sctiap undang-undang perlu dimasyarakatkan,
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maka hal itu bukanlah merupakan persoalan yang
mempengaruhi  keberlakuan dan daya ikat undang-undang
tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan memang selalu
ditempatkan dalam lembaran/pencrbitan negara agar menjadi
resmi dan dapat dikenali (kenbaarheidsbeginsel), schingga
peraturan perundang-undangan terscbut mempunyai kekuatan
mengikat untuk umum. Dalam negara hukum, pengundangan
suatu peraturan perundang-undangan merupakan salah satu asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang
bertujuan agar dapat dikenali dan dipahami dalam rangka
kepastian hukum (rechtszekerheid) schingga masyarakat luas,
yang kemungkinan kebebasannya dibatasi olch peraturan
perundang-undangan, dapat mengetahui dan memahaminya;

Menimbang lagi pula, terlepas dari alasan bahwa pembatasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun telah merupakan
kelaziman demi kepastian hukum (rechtszckerheid), dari
tenggang waktu sclama lebih dari tiga tahun scjak Pemohon
menerima surat keputusan pensiun pada akhir bulan Desember
tahun 2001 dan Pemohon mengajukan keberatan atau gugatan di
Pengadilan TUN Jakarta tanggal 18 April 2005 yang di dalam
posita gugatannya, tidak ternyata bagi Mahkamah bahwa
tenggang waktu yang diatur Pasal 55 UU Peratun terscbut
merupakan hal yang menimbulkan kerugian konstitusional
Pemohon. Lebih-lebih, dari pengalaman Pemohon sebagai
secorang mantan diplomat, selayaknya Pemohon sudah
mengetahui adanya ketentuan tentang tenggang waktu yang
diatur dalam UU Peratun tersecbut; Menimbang, berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa
kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah merupakan
kerugian konstitusional sebagai akibat diberlakukannya undang-
undang seperti dimaksudkan oleh Pasal 51 UU MK. Dengan
demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan tentang
kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon;

2. Putusan perkara No. 57/PUU-XIII/2015

d.

Menurut Mahkamah, Pasal 55 UU PTUN telah memberikan
kepastian hukum. Hal ini juga telah dinyatakan dalam putusan
Mahkamah Nomor 1/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut,
Mahkamah menyatakan bahwa setiap undang-undang yang
menyangkut  keputusan/penctapan  tata  usaha  negara
(beschikking) selalu ditentukan mengenai tenggang waktu. IHal
ini  dimaksudkan untuk memberikan kepastian  hukum
(rechtszekerheid) atas keputusan/penctapan tersebut sampai
kapan keputusan/penctapan dapat digugat di pengadilan.

Selain itu, menurut Mahkamah tenggang waktu selama 90 hari
untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
tidak dapat dikatakan sebagai peraturan yang diskriminatif.
Scbab, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 UU
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PTUN tersebut justru ditujukan kepada scluruh warga negara
tanpa mengistimewakan salah satu wilayah. Kalau kemudian
Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan
“mengistimewakan” dacrah Indonesia Timur untuk perkara ini
misalnya, Mahkamah khawatir justru timbul kctidakadilan bagi
warga negara lainnya.

Mahkamah juga menyatakan dalil pemohon yang menyatakan
warga ncgara yang berada di bagian Indonesia Timur sulit untuk
memenuhi tenggat waktu akibat persoalan geografis wilayah dan
sulitnya sarana prasarana tidak beralasan menurut hukum.
Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
serta ketersediaan waktu yang cukup, masyarakat tclah
dimudahkan untuk memperoleh keadilan (acces to justice).
Terlebih sebenarnya prosedur pengajuan gugatan tata usaha
negara tidak harus dilakukan sendiri olch Pemohon, namun
dapat diwakilkan dengan memberi kuasa kepada orang lain.

3. Putusan No. 76/PUU-XIII/2015

a.

b.

Menimbang Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas
Pasal 55 UU PTUN yang menurut Pemohon bertentangan
dengan pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Hakim berpendapat UU
PTUN dilahirkan setelah Surat Keputusan Unit Pertamina
(kasus) diterbitkan sehingga sebenarnya pasal yang diujikan
tersebut scbenarnya tidak juga sepenuhnya dapat digunakan
sebagai acuan dalam kasus Pemohon.

Permohonan dianggap tidak beralasan menurut hukum.

4. Putusan No. 22/PUU-XVI/2018

a.

b.

Mengacu ke putusan Nomor [/PUU-V/2007

Membahas batasan diskriminasi ada di Putusan No 024/PUU-
I11/2005 dan Putusan 27/PUU-V/2007

Hakim berpendapat bahwa apabila terhadap pihak ketiga yang
tidak dituju langsung oleh KTUN diberi kesempatan menggugat
ke PTUN dengan memperluas makna pasal 55 PTUN maka
terjadi ketidakpastian hukum.

Permohonan tidak beralasan menurut hukum

Ada concurring opinion hakim MK Manahan M.P. Sitompul: ada
kekosongan hukum dalam UU Peratun yang scharusnya ada
pada ranah pembentuk UU dalam hal ini legislative review. Hal
ini menjadi salah satu alasan dikeluarkannya SEMA No. 2 tahun
1991 oleh MARI. Petitum pemohon agar pihak ketiga yang
merasa kepentingannya dirugikan diberikan hak mengajukan
gugatan melebihi tenggang waktu 90 hari akan tetapi kapan saja
tiba-tiba muncul kondisi yang merasa kepentingannya dirugikan
seperti SEMA nomor 2 tahun 1986 sejak kepentingan dirugikan,
menurut hakim tidak mempunyai alasan hukum disamping
petitum pemohon tidak jelas, juga tidak memenuhi asa tertib
dalam penyelenggaraan negara yang berpedoman kepada
tenggang waktu yang tetap (pasti).
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Bahwa dapat disimpulkan bahwa permohonan judicial review Pasal 55 Undang-
undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
sebelumnya tidak pernah terkait data kependudukan seperti perkara a guo yaitu
adanya KTP maupun Akta Kematian Ganda atas | (satu) orang yang sama dan
telah dibuktikan dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Olch
karena itu, kasus a quo tidak memenuhi ne bis idem sehingga layak untuk
diajukan judicial review.

III.  Alasan Permohonan (Posita)

1. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanva dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Sebenarnya telah banyak menimbulkan masalah dalam implementasinya di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dpat dibuktikan dengan
kemunculan dua buah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu SEMA No.
2 Tahun 1991 yang menentukan bahwa:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang
waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara
kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan
Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

Sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga
yang hendak mengajukan gugatan harus dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga
yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya
KTUN tersebut. Terhadap suatu KTUN, pihak ketiga dapat mengetahuinya baik
secara langsung dari badan/pejabat yang mengeluarkan KTUN, pengumuman,
melalui permohonan kepada badan/pejabat yang menerbitkan KTUN, atau dari
pihak lain yang terkait.

2. Bahwa sayangnya walaupun telah dikeluarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 tersebut,
ternyata masih dirasa kurang oleh PTUN schingga kemudian dikeluarkan kembali
SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa:

“Tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan
bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang
bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata
usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha
negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak vang bersangkutan
pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan
kepentingannya.”
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Schingga berdasarkan ketentuan SEMA tersebut dihubungkan dengan kasus
sebelumnya, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak penggugat yang
merupakan pihak ketiga mengetahui pertama kali adanya KTUN yang merugikan
kepentingannya.

3. Bahwa sejatinya, SEMA dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan
perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga sesuai
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Hal ini dibahas dalam Pasal 7 yang berbunyi:

1. “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang;

d. Peraturan Pemerintah,

e. Peraturan Presiden;

[ Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang- zmdar.'gan sesuai dengan
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dan juga pada Pasal 8 yang berbunyi:

1. “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,
lembaga, atau komisi vang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau
vang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui keberadaannva dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."”

4. Bahwa pembentukan SEMA sendiri scbenamya berasal dari wewenang Mahkamah
Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada
pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA menjadi suatu
kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan MA dengan melihat
perkembangan yang ada. Oleh karena itu, SEMA sendiri berkedudukan di bawah
undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya
mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Bahwa pada dasarnya adanya SEMA
itu sendiri adalah atas inisiatif baik dari Mahkamah Agung yang berusaha
membantu pembuat Undang-undang untuk memperjelas persoalan penerapan Pasal
55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) yang tidak memuat baik dalam isi per pasal maupun penjeclasannya bagi
pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
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Negara. Hal mana yang tentunya sangat penting mengingat Mahkamah Agung telah
mengeluarkan 2 (dua) buah SEMA yang sangat relevan dan membantu Majelis
Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan putusan.

Bahwa walaupun begitu, terkait dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari terhitung sejak saat diterimanya atau divmumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Kedua SEMA tersebut diatas berlaku seperti Penjelasan dalam Undang-undang
yang sifatnya merupakan uraian dari pembentuk peraturan. Meclalui penjelasan,
pihak-pihak yang dituju oleh peraturan akan mengetahui tentang latar belakang
pembentukan peraturan, maksud dan tujuan pembentukan peraturan, dan secgala
sesuatu yang dipandang oleh pembentuk peraturan perlu dijelaskan. Melalui kedua
SEMA inilah, penerapan atas pelaksanaan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51
tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berlaku bagi pihak ketiga
yang tidak dituju oleh KTUN.

Bahwa seperti yang ditulis olch Antoni Putra, S.11., M.IL, dalam jurnal yang
berjudul “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan,” sebagai berikut:
“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Namun ternyata model pengujian undang-undang yang
berada di dua lembaga peradilan seperti ini rentan menghadirkan persoalan hukum,
schingga perlu dilakukan penataan ulang.”

Salah satu persoalan hukum ini adalah apa yang dihadapi oleh Pemohon a quo.
Dalam hal ini sejatinya permasalahan utamanya adalah pada SEMA tersebut diatas
karena SEMA terscbutlah yang menjadi dasar Pasal 55 Undang-undang Nomor 51
tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berlaku bagi pihak ketiga
yang tidak dituju oleh KTUN. Namun dikarenakan SEMA bukanlah Undang-
undang, maka apabila menafsirkan secara literal ketentuan-ketentuan mengenai
kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
melakukan judicial review atas suatu SEMA, sckalipun SEMA tersebut berlaku
seperti Undang-undang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Walaupun
begitu, pengujian undang-undang atas SEMA juga tidak dapat dilakukan olch
Mahkamah Agung. Adanya asas hukum yang mengatur tentang larangan
mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan yang mengadili perkara
tersebut, yakni asas scorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri
(nemo judex ideoneus in propria causa) menghalangi Mahkamah Agung untuk
dapat secara objektif melakukan pengujian undang-undang atas SEMA yang
dibuatnya sendiri.

Seperti yang ditulis oleh Meirina Fajarwati, S.H., M.H., dalam jurnal yang berjudul
“Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari
Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan™ sebagai berikut (catatan: dalam hal ini penulis secara khusus
membahas SEMA No 7 tahun 2014 namun penjelasannya relevan juga untuk
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SEMA yang berlaku serupa): “Jika didasarkan pada asas suatu peradilan yang
baik yaitu Asas Independen dan Imparsial yang diartikan bahwa kemandirian
hakim yang berkaitan erat dengan sikap imparsialitas yaitu tidak memihak baik
dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 3 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kckuasaan Kehakiman,
maka seharusnya PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau PT.TUN
(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) dapat memeriksa dan memutus
pengujian SEMA No. 7 Tahun 2014 dengan objcktif. Namun dalam praktiknya
karena kedudukan PTUN dan PT.TUN yang berada dibawah Mahkamah Agung
membuat pelaksanaan kewenangan dari PT. TUN dan PTUN tidak akan berjalan
dengan objektif dan maksimal dalam memutus pengujian SEMA No 7 Tahun
2014.7

Bahwa sclanjutnya, permasalahan mengenai KTP ganda sebenarnya telah diatur
dalam perundang-undangan yaitu misalnya dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 [Vide
Bukti P-15] tentang perubahan (UU 23/2013) atas UU Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), namun kenyataannya, di
lapangan masih sering terjadi pelanggaran administrasi. Padahal, KTP adalah
identitas yang semestinya dimiliki tunggal olch setiap warga. K'TP juga merupakan
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait
dan berlaku di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penduduk
Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK)
yang berarti hanya boleh memiliki K'TP satu. K'TP tidak boleh lebih dari satu karena
KTP menandakan satu dari scorang warga terhadap hak-haknya scbhagai warga
negara. Warga negara yang ber-KTP lebih dari satu dianggap dan dipandang olch
negara akan mengacaukan sistem administrasi kependudukan. Hal ini tertuang jelas
dalam Pasal 93 UU Adminduk sebagai berikut:

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau
dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50
juta.

Dan juga dalam Pasal 94 UU 24/2013 scbagai berikut:

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau
melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data
penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak
Rp75 juta.

Bahwa sayangnya peclanggaran akan UU terscbut diatas terjadi dalam kasus
Pemohon yang akhirnya harus mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya
Putusan PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT [Vide Bukti P-16]. Pangkal
permasalahan sejati dari kasus tersebut scbenarnya adalah adanya 2 buah data KTP
[Vide Bukti P-17 dan P-18] atas 1 orang yaitu ayah dari pemohon, yang memiliki
2 identitas berbeda dengan nama yang sangat mirip schingga membingungkan
bahkan BPN sekalipun dengan perbedaan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24



9.

KTP Drs. R. Soetanto (Ri)bcrt KTP Drs. R. Soctanto (Réidcn

Soctanto) o Soctanto)
No KTP: No. KTP:
09.5001.200340.0001 09.5301.200342.0169
Tempat, Tanggal Lahir: Tempat, Tanggal Lahir:
Surabaya, 20 Maret 1940 Surabaya, 20 Maret 1942
Agama: Agama:
Kristen s [slam N
Status Perkawinan: Status Perkawinan:
Kawin | Kawin ]
Alamat: Alamat:

JI. Kaji No.30, RT 008/ RW 007, | JI. Tebet Barat X A/27, RT 007/
Keclurahan Petojo Utara, Kecamatan | RW 005, Kelurahan Tebet Barat,

Gambir, Jakarta Pusat | Kecamatan Tebet, Jakarta Sclatan
Diterbitkan: Diterbitkan:
10 Desember 1990 25 Februari 2008

Atas terbitnya 2 buah KTP tersebut, secara formal dapat dibuat pula 2 buah Akta
Kematian, 2 buah Surat Keterangan Waris, dan akhirnya 2 buah kasus gugat-
menggugat karena ketidakjelasan secara administrasi atas 1 orang yang sama.
Perbedaan agama juga membuat kasus ini menjadi begitu rumit karena terkait
hukum waris perdata dan hukum waris Islam yang berbeda pula.

Bahwa data kependudukan dilindungi menurut Undang-undang (UU) Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU ini diatur mengenal
hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana,
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem
informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk,
sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan.

Bahwa Pemohon telah melakukan studi literatur terkait dengan Undang-undang
Administrasi Kependudukan dan menemukan Pasal-Pasal yang terkait dengan
masalah KTP dan Akta Kematian sebagai berikut:

1. UU No 24 Tahun 2013:

a. Pasal 1 Angka 12: Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya
disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat
unik atau khas, tunggal dan melckat pada sescorang yang terdaftar
scbagai Penduduk Indonesia.

b. Pasal 63 ayat 6: Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. (Penjelasan pasal: Dalam rangka
menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu)
Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi
administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan
verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta
pemberian NIK.)

2. UU Terscbut diatas mengubah UU Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
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Pasal 1 ayat 8: Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi
yang diterbitkan olch Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 1 ayat 12: Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya
disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik
atau khas, tunggal dan melckat pada scscorang yang terdaftar
sebagai Penduduk Indonesia.

Pasal | ayat 22: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu
yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi
kerahasiaannya.

Pasal 2 huruf (f): Setiap Penduduk mempunyai hak untuk
memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat
kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta
penyalahgunaan Data Pribadi olch Instansi Pelaksana.

Pasal 63 ayat 6: Penduduk scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP (Penjelasan
ayat 6: Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk
1 (satu) Penduduk diperlukan sistem kcamanan/pengendalian dari
sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan
verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta
pemberian NIK)

Pasal 72 ayat 1: Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (Penjelasan: Pembatalan akta dilakukan atas
permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat
hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada
keterangan yang tidak benar dan tidak sah)

Pasal 74: Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam
Peraturan Presiden.

e Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 Pasal 59 ayat 1:
Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada
Disdukcapil KabupatenlKota atau UPT Disdukcapil
KabupatenlKota atau Perwakilan Republik Indonesia
sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek
akta.

e Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 Pasal 60: Pencatatan
pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus
memenuhi persyaratan: a. salinan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. kutipan akta
Pencatatan Sipil yang dibatalkan; ¢. KK; dan d. KTP-el.

Pasal 79 ayat 1: Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan
dan dilindungi oleh negara.

Pasal 84 ayat 1: Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi
memuat: a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahun lahir; d.
keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu
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kandung; f. NIK ayah;dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;
(Penjelasan: Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan Peristiwa
Penting” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat
pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu
dilindungi.)

Pasal 85: Data Pribadi Penduduk scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara (Penjelasan:
Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tata cara dan
penanggung jawab)

Pasal 97: Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri
scbagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki
KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 99: Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 93,
Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana
Administrasi Kependudukan.

. Penjelasan2:

e Administrasi  Kependudukan  diarahkan  untuk: 1.
memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi
Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan
publik yang profcsional;

¢ Penyeclenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan
untuk: 1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian
hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami olech
Penduduk;

e Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
dimaksudkan untuk: 1. tersclenggaranya Administrasi
Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan
tertib; 2. tersclenggaranya Administrasi Kependudukan
yang bersifat universal, permanen, wajib, dan
berkelanjutan;

Bahwa berdasarkan studi literatur tersebut, tidak ditemukan adanya mekanisme
perbaikan atas data kependudukan anggota keluarga yang telah meninggal oleh ahli
waris, dan bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dengan kata lain PTUN).

. Bahwa secjak 2022, secara khusus Indonesia tclah memiliki Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tersendiri.
Dalam UU PDP terscbut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang
teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan
informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem
clektronik atau nonelektronik. Data pribadi terdiri atas:

Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi
keschatan, data biometrik, data genctika, catatan kejahatan, data anak,
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11.

12.

13.

14.

data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin,
kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang
dikombinasikan untuk mengidentifikasi sescorang.

Bahwa UU PDP sendiri merupakan pengejewantahan dari Pasal 28G ayat (1) UUD
1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.

Bahwa karena adanya perlindungan data pribadi tersebut, dan karcna adanya
ketentuan bahwa hanya boleh ada 1 KTP atas | pribadi seseorang, maka adalah
dapat dimengerti bahwa Pemohon saat mengetahui pertama kali adanya Akta
kematian No. 223/KMU/JS/2009 atas nama Raden Soectanto tertanggal 3 Juli 2009
(objek sengketa perkara PTUN No. 150/G/2023/PTUN.JKT), tidak mengira
adanya 2 data kependudukan berbeda atas 1 orang yang sama, schingga hingga
akhirnya ketika mengetahui kebenarannya, tenggang waktu pengajuan gugatan
TUN sudah terlampaui. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang baik
tentunya beranggapan bahwa scmua data kependudukan sudah mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Akta Kematian
scbagai akta otentik adalah bukti yang “mengikat,” seperti yang dibahas oleh
Prof. R. Subekti, SH, MH, yaitu dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta
tersebut harus dipercaya oleh hakim (dan tentunya Pemohon juga), yaitu harus
dianggap scbagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Bahwa dalam kasus khusus ini, adalah melanggar keadilan dan kepastian hukum
apabila dipaksakan Pemohon harus menggugat ke Pengadilan TUN dalam jangka
waktu scbagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena adanya kesalahan dalam
data kependudukan yang telah terjadi di masa orangtua dari Pemohon.

Bahwa sejatinya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mudah seandainya
pengadilan diperkenankan menerima kasus terscbut dan menyelesaikan data
kependudukan mana yang dihilangkan demi keadilan dan kepastian hukum. Bahwa
dengan adanya keputusan pengadilan yang tegas, dapat memberikan dasar bagi
Disdukcapil untuk menghilangkan data kependudukan ganda atas 1 orang dan
menyisakan data yang seharusnya ada. Bahwa adalah justru melanggar kepastian
hukum adanya tenggang waktu pengajuan kasus atas 2 data kependudukan atas 1
orang sama terscbut karena akibat adanya tenggang waktu tersebut, sumber
permasalahan utamanya tidak dapat diselesaikan.

Bahwa Pemohon memahami, bahwa Pembatasan jangka waktu gugatan
dimaksudkan agar proses gugatan tidak terkatung-katung atau terjadi kevakuman,
ketidakpastian hukum, dan pengeluaran anggaran yang sangat besar, maka batasan
tenggang waktu gugatan baik di PTUN, MK, maupun di PN bersifat mutlak,
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schingga pengajuan gugatan yang lewat waktu dinyatakan tidak dapat diterima.
Namun walaupun begitu, dengan adanya 2 buah K'TP, 2 buah Akta Kematian, dan
2 buah Surat Keterangan Waris dari 1 (satu) orang yang sama maka walaupun
melampaui jangka waktu gugatan, keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap
tidak juga memberikan kepastian hukum malah akhirnya menimbulkan
ketidakjelasan dengan misalnya terbitnya keputusan MA yaitu Putusan PK Nomor
693 PK/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat:

“Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon a quo) adalah
anak kandung dari almarhum Drs. Robert Soetanto dalam
perkawinan dengan Ester dan objek sengketa dahulu kepunyaan
almarhum R. Soetanto meski nama yang tertera dalam Sertifikat
Hak Milik adalah Drs. Raden Soetanto.” (Putusan PK Nomor 693
PK/Pdt/2017)"

Dimana keputusan ini menjadi membingungkan karena di satu sisi, PTUN telah
memenangkan pihak lawan Pemohon, namun di MA, memenangkan Pemohon,
semua dikarenakan adanya 2 buah identitas (K'TP) atas 1 (satu) orang yang sama.

15. Bahwa sejatinya, karcna Disdukcapil memiliki landasan formal yang sah untuk
menerbitkan Akta Kematian atas suatu KTP, maka sejatinya kesalahan penerbitan
KTP kedua ini menimbulkan komplikasi hukum seiring perkembangan waktu.
Permasalahan adanya 2 (dua) KTP yang semula dimaksudkan ayah Pemohon
hanya untuk dapat menikah dengan wanita lain berubah menjadi permasalahan
waris yang melintasi tidak hanya sistem peradilan perdata dan Islam, tetapi juga
Pengadilan Tata Usaha Negara. Walaupun begitu, sebenarnya Disdukcapil akan
memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghapus salah satu data
kependudukan yang keluar setelah KTP pertama apabila PTUN diperbolehkan
untuk memeriksa perkara Pemohon dan menghasillkan suatu Putusan tertentu
mengenai KTP dan Akta Kematian kedua yang perlu dihilangkan.

IV.  Petitum
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk scluruhnya;

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 55
Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) dan SEMA yang merupakan penjelasan pelengkap dari penerapan
Undang-Undang tersebut bagi pihak ketiga yang tidak dituju olech Keputusan
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terscbut.

3. Menyatakan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai
bahwa 90 (sembilan puluh) hari yang tercantum dalam SEMA yang
menjelaskan penerapan Pasal tersebut bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No.
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5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung dari sejak
menerima Surat Keterangan dari Instansi terkait yang menyatakan
memerlukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu;

4, Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya,

Yoshua Adhinugraha M.

Halaman 24 dari 24



